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Menimbaiig: a. bahwa terdapat keu ai ban penyesuaiai3 alOkàSÍ dona Transfer

ke Daerah dan Dana Desa (TKDDI sesuai ketentuan

Peraturan Menterí Xeuangan Nomor 17/PMK.07/2021

tentang Pengelolaari Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD) Tahu wggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung

Penarigar¡an Pandemi Corono Virus Díseose 2019 (COVID -19)

dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang

Penyesuaian Penggunaan Anggaran Trarisfer ke Daerah dan

Dama Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka

Penanganan Corona Virus Oisease 2019 (COVID- 19);

b. bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian Pendapatan Transfer

antar Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH-CHT} sesuai Surat

Keputusan Gubernur Nuea Tenggara Barat Nomor 973-849

Tahun 2020 tentang Proporsi dan Estimasi Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah nutuk Kabupaten/Kota Se Nuea Tenggara Barat

Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputueari Gubemur Nusa

Teriggara Barat 976-921 TahLtn 2020 tentang Perkiraan

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau unttty p g¡

Oi%"0ade"ganCamSeanner ’ ’ '' ’



Kàbup tten/ KOta Se Nusa Tenggara Barat TaÍlUI

202.1,

C. LflhWa terdapat penambahari pendapatan hibah sesuaiSurat

Direlctui Jenderal Per-imbar gan Keuang¡33q Nomor S-

10/MK.7/202.1 perihal Penetapan Pernberian Hibah urituk

Program Air Minum Perkotaari dari Sumber Dana PerierimaHfl

Dalam Negeri Tah un Anggaran 202.1;

d. bahwa terdapat 1‹ewajiban optirrlalisasi SiSa daTla BOK

Tambahan sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangà>

Daerah N omor 910/870/I4euda/ 202.1 perihal Pe1TlH I à t

Sisa barca Ban tuan Operasional Kesehatan (BO K) Tambahan

Tahun /\nggaran 2020 Ltt tul« Pem bayaran Inseri tif Teriaga

licsehatan dan S urat Direl‹tur Jenderal Perimbanga>

14cri an gan Nomol S -20/Ui‹/ 2o2 I pe ihal Pelaksanaan

Pemloayai-anI iasentif TenagaI4esehatan Daerab dari Sisa BOK

Tam bahan Talsu n Angg°ai’a 2020di has Daei ah;

e. balawa tci'r1apat l‹ewajibaia Pemerintah Daerah I(abupaten

S etmba a Bai at ke cada pihal‹ l‹etiga terkait pembayaran

peLerjaan Tah un Anggaran S 020 sesuaiS ni-at Kepala DirlàS

Pertanian Nomor 520/O01 - à/ DISTAx/I/ 202.1 perihal

Pcrmolaoncia Pciaganpg0i ü13 I‹cmbali Ksgíatan Tahula

Av ggai-av 20?0;

ball va terdapat kcbrl tri han pennanfaatan Belanja Tidak

Terdu ga u ri tu 1‹ heb erfu h an iatend esak sesuai surat Kepala

Pe1a)‹sanaan Haclaia Pelaari ggulangail Ben cana Daerah Nomor

027/48/BPBD/IV/202.1 pei‘iha1 Permohonas B arituen

Anggaran Belanja Tidali Tei'd riga untuk Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Eval‹uasi Korban Bencana I(abupaten

Bima;

g. bah wa terdapat pergeseran anggarari antar organisasi, antar

unit organisasi, as tar program, antar kegiatan, aritar sub

l‹egiatan, dan antar kelompok, antar jenis, as tar objek, as tar

rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI hurufD

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

202.1 tentang Pcdomari Tehuis Pengelolaan lteuangan bahwa

pada kondisi terteritu pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubaharl APBD dapat dilakukan sebelum
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perubahan APBD melalui ketetapan KepalaDaerah d0f2B

diberitahukan kepada pimpinan DPRo. Kondisi tertentll

tersebut berupa kondisi mendesak atau perub8han Q O' ‘

pembangunan baik di Badan Pendapatan Aset Daerah, B&dan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian d8n •ngembang

DiRerah, Dinas Pendidikan dan kebudaya DU S 5Osial,

Dinas Ketahanan Pangan, DinasPekerjaa£l Um< eT1££t&

Ruang Perumahan dan Pemukimam, Dinas Pena>l
MOd 1

dan Pelayanan Terpadu Satu Pint , Dinas Kependudukan

Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan

Taliwang dan Sekretariat DaerahKabupatenSumbaW
H BarÖty

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarlä dimaksud

dalam huruf a sampai dengan hurufg perlu menetapkan

Peraturan Bu pati tentang Perubahan AtasPeraturan Buj3atl

SuITlbaiva Barat Nomor 60 TahCt n 202 O ten tang PeFljabara8l

Anggai‘an Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran

2021

Metigingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Iridonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbai a Barat di Provinsi Nu sa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

145, Tambahari Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor

4340);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 435s};
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9.

1 1.

12.

13.

Undang-Undeng Nomor 25 Tahun 2004 tTfItan& ' '’

Perencanaan Pembangunan Nacional (Lembar8fl B

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lÒ@, TaeÏb

L mbaran Negara Republik Indonesia NOmOf 5049J;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerin

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang $«J •e2"

danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambaha» mmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintnh&n

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesía Tahun 2014

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republík Indoriesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165J;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



d. Peraturan Menteri

tentatl8 Penge1olaan

TKDD) Tahun

Keuan n xoaior l7/PMK.07/fl021

banefer ke Daerah dan Dana Deea

Anggaran 2021 Dalam Rangka MendukuftB ' '

e
T1 8&<l8Tl Pandemi somna 7irusZ seose 2019 (COVID -U)

dan Dil2T1J3R]jqya (Berita Negara Republik Indonesia Tahitfl

2021 Nomor1 9);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 TahDll 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negarä

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737}j

lb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangurian Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor8 Tahun

2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupateri Sumbawa Barat Nomor 13

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13,Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 60TAHUN

2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 0021.



Pendapatan Daerah

a.Pendapatan .Asli Daerah Rp. 93.074.Â78.700,00

Rp. 830.97 1.585.448,00

2) Belanja PerÆatan den hlesin Rp. 2 1.005.399.375,00

3)Belanja Bangunaтi dan Gedun•q Rp. 30.047.197.386, 00

4) Belanja Juan Irigasi Jaringan Rp. 70.052.468.723,00
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3. Pembiayaan:

a.Penerim

b.Pengeluaran

'Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

TahunBerkenaan

Rp.

Rp 1.890.000.000,00

Rp. 13.110.OOO.Ot2O,

Rp. 0-

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6o Tahun 2020

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dale lafn]3

rnerupakan bagian yang tidal‹ terpisahkan dariPer tUl’an BupilJ *Î-

3. Lampiran lI Peraturan Bupati SumbawaBarat Nomor 60 Tahun 2020

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dată.m 1r I dan

merL1pakan bagian yang tidak terpisahkan dariPer turanS TIP *£lî-

Pasal II

Peraturar. Bupati inimulai berlaku pada

merintW- pengnndangan

pqraçuran Bt¡pati ini dengmo penempatan I'à

Iïabuyaten SumbavaBarat.

Di›nndangkan di Taliu ang

2021

ggaJdiundangkan.

dari Berita Daerah

Uitetapkan di 1àllàà'i3Ug

pada tanggfi,

. f'

' ’ Ü*
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